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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian, yaitu: 

Pengaturan anak yang melakukan tindak pidana perkosaan secara 

khusus belum diatur oleh Undang-Undang, maka digunakan Pasal 76 Huruf 

E Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA). Pada rumusan Pasal 76 

huruf E UU PA kata “setiap orang” tidak terdapat pembatasan umur kepada 

subjek, sehingga ruang lingkupnya dapat mencakup orang dewasa ataupun 

anak. Tidak adanya pembatasan umur kepada subjek Pasal 76 Huruf E 

menimbulkan beberapa permasalahan dengan UU SPPA, yaitu: 

a. Anak dapat dipidana menggunakan Pasal 76 huruf E UU PA dengan 

ancaman maksimum hukuman 15 tahun. Ancaman hukuman 15 tahun 

adalah bentuk pemberatan sanksi dari pidana pokok perkosaan yang 

diatur pada Pasal 285 KUHP. Pasal 285 KUHP hanya memiliki 

ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemberatan sanksi tersebut 

bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) UU SPPA yang menjelaskan 

bahwa perlindungan khusus terhadap anak dilaksanakan melalui 

penjatuhan sanksi tanpa pemberatan 

b. Sesuai dengan asas tumbuh dan kembang anak yang diatur Pasal 81 

ayat (2) UU SPPA, ancaman hukuman terhadap anak paling lama ½ 

dari maksimum pidana penjara orang dewasa. Maka ancaman 

hukuman 15 tahun menjadi 7.5 tahun, ancaman hukuman maksimum 

7.5 tahun masih tidak sesuai dengan salah satu syarat dilakukannya 

diversi yaitu ancaman hukuman tindak pidana harus dibawah 7 tahun. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

Dibutuhkannya suatu peraturan yang secara khusus mengatur anak 

sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Sehingga kedudukan anak dan 

orang dewasa tidak dipersamakan, baik dari segi lamanya hukuman, cara 

berfikir, rasa bertanggung jawab, emosional, dan logika. Penggunaan Pasal 

76 huruf E UU PA tidak tepat untuk mengadili anak sebagai tindak pidana 

perkosaan, karena bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) UU SPPA dan 

Pasal 81 ayat (2) UU SPPA. Sebaiknya penerapan diversi sebagai proses 

penyelesaian perkara anak tidak perlu diberikan syarat ancaman hukuman 

maksimum. Sehingga jika keluarga, korban, pelaku, dan masyarakat setuju 

untuk melakukan diversi, maka diversi dapat dilakukan terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana. Diharapkan pembuat Undang-Undang dapat 

melakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kepada penegak hukum 

mengadili anak pelaku tindak pidana perkosaan diharapkan memerhatikan 

kondisi anak sebagai pelaku kejahatan, mengenai kesanggupan dalam 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu hakim juga harus 

mempertimbangkan masa depan anak yang melakukan tindak pidana 

pelecehan seksual.Selain itu masyarakat diharapkan dapat mendukung 

segala bentuk upaya perlindungan dan peningkatan kepedulian demi 

kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu caranya adalah dengan 

mendukung pendekatan keadilan restoratif yang terwujud dalam bentuk 

upaya diversi. 
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